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ABSTRAK

Pengaruh Self Assessment System, E-Filling dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Pelayanan Sebagai
Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Makassar Selatan)

Fadli
Amiruddin
Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh self
assessment, e-filling, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada
KPP Pratama Makassar Selatan. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh
kualitas layanan dalam memoderasi hubungan antara self assessment system,
e-filling dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Moderasi. Temuan hasil penelitian
ini adalah self assesment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. e-filing berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Sanksi
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP
Pratama Makassar Selatan. Kualitas pelayanan dapat memoderasi pengaruh self
assesment sistem terhadap kepatuhan wajib pajak. e-filling tidak dapat
memoderasi pengaruh self assesment sistem terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kualitas pelayanan dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan sistem
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Self Assessment System, E-Filling, Sanksi Perpajakan,
Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan



ABSTRACT

The Effect of Self Assessment System, E-Filling and Tax Sanctions to the
Taxpayer Compliance with Service Quality As Moderating Variables (Study
Case at KPP Pratama Makassar Selatan)

Fadli
Amiruddin
Aini Indrijawati

This study aims to examine and analyze the effect of self assessment, e-filling,
tax sanctions to the Taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Selatan. To
examine and analyze the effect of service quality in moderating the relationship
between self assessment system, e-filling and tax sanctions to the taxpayer
compliance. The analysis that used in this research is Moderation Analysis. This
research identified that the self assessment system has a positive effect to the
taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Selatan. E-filling has a positive
effect to the taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Selatan. Tax
sanctions have a positive effect to the taxpayer compliance at KPP Pratama
Makassar Selatan. Service quality can moderate the effect of the self assessment
system on taxpayer compliance. e-filling cannot moderate the effect of the self
assessment system to the taxpayer compliance. Service quality can moderate
the effect of system tax sanctions to the taxpayer compliance.

Key Words: Self Assessment System, E-Filling, Tax Sanctions,
Taxpayer Compliance, Service Quality
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari
pajak. Selain itu, pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan
sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peranan pajak
dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang dirasakan
dari pajak adalah pembangunan di berbagai bidang seperti bidang pendidikan,
transportasi, kesehatan, sarana dan prasarana umum yang merupakan salah satu
komponen penting dalam pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan
sehingga membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak untuk
melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional.

Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara
dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika
peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak
tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun
petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri
melalui kepatuhannya dalam membayar pajak.

Menurut Rahayu (2017: 138) kepatuhan waijib pajak adalah sebagai suatu
keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap
dari seorang Wajib Pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan

yang ada.
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Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka banyak cara yang
dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajaknya, dimana dalam penelitian ini difokuskan pada masalah self
assessment system, e-filling dan sanksi perpajakan. Self assessment system
sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana menurut Suharsono
(2015: 5) bahwa self assessment merupakan sistem yang memberi wewenang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan perpajakan. Self assessment system adalah suatu
sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.
Penelitian Lina Nurlaena (2018) menemukan bahwa self assessment system
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan waijib pajak, sebagai-
mana dikemukakan oleh Pohan (2017: 89) bahwa e-filing adalah suatu cara
penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara on-line
dan real time melalui internet pada laman (website) DJP on-line (https://djponline.
pajak.go.id) atau laman penyedia layanan SPT Elektronik. Manfaat e-filling
memudahkan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya, semakin banyak wajib
pajak menggunakan aplikasi e-filling maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian Reni Heryanti Nurhasanah (2020)
hasil penelitian bahwa e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak.

Selain self assestment system dan e-filling, maka sanksi perpajakan juga
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana dikemukakan oleh
Wirawan dan Naniek (2017: 71) mengatakan bahwa persepsi wajib pajak

mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan
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wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Sanksi Perpajakan merupakan
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dangan perpajakan
(norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa dengan kata
lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak
melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018: 39).

Kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,
sebagaimana dikemukakan oleh Pranadata (2014: 28) bahwa kualitas pelayanan
pajak merupakan salah satu hal untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak
harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan
perpajakan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian Shindy Caprina
(2020), hasil temuan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat
hubungan antara self assessment system, penelitian Helmiyanti (2018)
menunjukkan bahwa layanan fiskus dapat memoderasi self assessment system
terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula kualitas pelayanan memoderasi
pengaruh antara e-filling dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak,
sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Daryono (2018) bahwa kualitas
pelayanan dapat memoderasi pengaruh e-filling dan sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Dimana semakin
tinggi pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka tingkat kepatuhan wajib pajak
dalam melaksanakan kewajibannya juga akan semakin meningkat. Pelayanan

fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan waijib pajak.
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Adapun pengembangan kebaruan perbedaan dilakukan oleh peneliti
terhadap penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama
Makassar Selatan sedangkan penelitian terdahulu (Daryono, 2018) melakukan
penelitian di KPP Pratama Karanganyar. Berbeda dari penelitian terdahulu peneliti
hanya menggunakan variabel yaitu self assessment system, e-filling dan sanksi
perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai
variabel dependen, kemudian kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi.
Sedangkan penelitian terdahulu meneliti empat variabel yaitu self assessment
system, sistem informasi perpajakan, penerapan e-filing dan sanksi perpajakan
sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel
dependen, kemudian kualitas pelayanan sebagai variabel intervening.

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Makassar Selatan, sebagai
organisasi yang bertugas dalam memberikan pelayanan pajak kepada
masyarakat. Untuk menjamin kontinuitas usaha organisasi maka perlunya
peningkatan pajak melalui kepatuhan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya.
Namun permasalahan yang terjadi bahwa kepatuhan wajib pajak masih kurang
dalam membayar pajaknya, hal ini dapat dilihat masih banyak ditemukan wajib
pajak yang belum paham terkait dalam penggunaan e-filling, begitu pula dengan
pelaksanaan self assessment system masih banyak wajib pajak yang belum
mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak yang dilakukan sendiri oleh
wajib pajak, serta kurangnya sanksi tegas yang berlaku bagi wajib pajak yang
menunggak. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka
perlunya diperhatikan mengenai masalah kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis
tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengn judul: “Pengaruh Self Assessment

System, E-Filling dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan
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Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama

Makassar Selatan)“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,

maka yang menjadi masalah adalah :

1.

Apakah self Assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Apakah E-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP
Pratama Makassar Selatan.

Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada
KPP Pratama Makassar Selatan.

Apakah kualitas layanan dapat memoderasi pengaruh self assessment
system terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar
Selatan.

Apakah kualitas layanan dapat memoderasi pengaruh e-filling terhadap
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Apakah kualitas layanan dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah

dikemukakan maka diajukan tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis :

1.

Pengaruh self Assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP
Pratama Makassar Selatan.
Pengaruh E-filling terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama

Makassar Selatan.
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3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP
Pratama Makassar Selatan.

4. Pengaruh kualitas layanan dalam memoderasi pengaruh self assessment
system terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh kualitas layanan dalam memoderasi pengaruh e-filling terhadap
kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh kualitas layanan dalam memoderasi pengaruh sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan akan diperoleh informasi yang

dapat bermanfaat antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini, Penulis menyajikan bukti empiris terkait teori-teori
yang digunakan, yaitu; Theory of Planned Behavior, Technology Acceptance
Model (TAM), Teori Pembelajaran Sosial dan Teori Atribusi sehingga dapat
menganalisa pengaruh Self Assesment System, E-Filling dan Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel

Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Selatan).

1.4.2 Kegunaan Praktis
a) Bagi Instansi
Melalui Penelitian ini penulis berharap dapat menjadi masukan yang
berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam

pelayanan terhadap publik.
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b) Manfaat bagi wajib pajak, penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi wajib

pajak mengenai Self Assessment system, E-Filling dan Sanksi Perpajakan
terhadap kepatuhan wajib dengan kualitas pelayanan.

Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan atau
sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan penelitian dengan objek

berbeda dengan yang penulis lakukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun rencana penulisan tugas akhir yang digunakan dalam hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab |

Bab I

Bab Il

Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian.

Tinjauan Pustaka

Menguraikan pengertian pajak, self assessment system, indikator self
assessment system, pengetian e-filling, penerapan sistem e-filling,
indikator e-filling, pengertian sanksi perpajakan, indikator sanksi
perpajakan, kepatuhan wajib pajak badan, indikator kepatuhan wajib
pajak, pengertian kualitas pelayanan pajak, indikator kualitas pelayanan
pajak, tinjauan empirik, kerangka pikir dan hipotesis

Metode Penelitian

Mengemukakan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian,
populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik

pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.



Bab IV Gambaran Umum Perusahaan
Menjelaskan sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan, struktur organisasi, visi dan misi, job description
Bab V  Hasil Analisa Dan Pembahasan
Bab ini berisikan analisis deskripsi karakteristik responden, analisis
tanggapan responden, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik,
Path Analisis, pengujian hipotesis, serta pembahasan.
Bab VI Kesimpulan dan saran-saran
Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan mengenai simpulan dari laporan
hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan
serta menguraikan saran dari peneliti untuk pihak yang berkepentingan

maupun penelitian selanjutnya sehubungan dengan penelitian ini.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori
2.1.1 Teory of Planned Behavior

Teory of Planned Behaviour (TPB) Ajzen dalam Mentari (2017: 23)
mengembangkan Theory of Reasoned Action menjadi sebuah teori lain, yaitu
Theory of Planned Behavior dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku
yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam
teori TPB (Theory of Planned Behavior) ini adalah niat seseorang individu untuk
melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat
keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan
untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014: 3).

Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin
besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen,
1991). Teori TPB (Theory of Planned Behavior) tidak secara langsung
berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh
seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang
mungkin dari control perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-
tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang
untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih
kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian,
keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein,
Ajzen dan banyak peneliti lain sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat

terhadap cara untuk bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 1991: 4)



10

Menurut Kurniawati & Toly (2014: 3) Theory of Planned Behavior membagi tiga

macam alasan yang dapat mem-pengaruhi tindakan yang diambil oleh individu,

yaitu:

1.

Behavorial Belief

Behavorial belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan
evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan
evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian
membentuk variabel sikap (attitude).

Normative Belief

Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif
individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman,
atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan
perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif
(subjectif norm). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
normative beliefs adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri
seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang
tersebut.

Control Belief

Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada
pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang
mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini
membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived
behavioral control).

Berdasarkan uraian di atas, hambatan yang mungkin timbul pada saat

berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya.

Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan
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mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Ketika akan
melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan
norrmatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut
(normative belief). Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman perpajakan,
diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan. Ketika
pemahaman perpajakan baik, tidak adanya diskriminasi perpajakan, serta
teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik akan memberikan

motivasi kepada wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang
dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor—faktor yang mempengaruhi
diterimanya penggunaan teknologi komputer, selain itu TAM banyak digunakan
dalam penelitian Sistem Informasi (SI) karena model ini lebih sederhana dan
mudah diterapkan. Hal ini diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada
tahun 1986. Model TAM diadopsi dari Theory of Reasoned Action (TRA) yaitu
teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi
seseorang terhadap sesuatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang
tersebut.

Model TAM menempatkan faktor sikap dari tiap—tiap perilaku pengguna
dengan dua variabel yaitu kemanfaatan (usefulness) dan kemudahan
penggunaan (ease to use) sebagai instrument untuk menjelaskan varians pada
minat pengguna (user’s intention). Kemudahan Penggunaan didefinisikan
sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan
mudah dan dapat dipelajari sendiri. Kemanfaatan didefinisikan sebagai tingkat

kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan sistem, maka pengguna
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akan dapat meningkatkan kinerja mereka. Kedua variabel tersebut memiliki
determinan yang tinggi dan validitas yang sudah teruji secara empiris. Kedua
variabel model TAM juga dapat menjelaskan aspek keperilakuan pengguna

(Davis, 1989).

2.1.3 Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar melalui
pengamatan maupun pengalaman langsung. Pada teori ini menjelaskan bahwa
lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan sering dipilih dan
diubah oleh seseorang melalui perilakunya sendiri. Teori ini relevan dalam
menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Seorang
wajib pajak akan taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu
dapat dilihat dari pengamatan dan pengalaman langsung, seperti pemerintah
telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Bukan
hanya itu, seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian
terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajak yang ada.
Terkait dengan proses penguatan, individu-individu disediakan rangsangan
positif agar berperilaku sesuai dengan model (Jatmiko, 2011). Dengan begitu,
cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh kualitas pelayanan pajak

dan sistem perpajkaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.4 Teori Atribusi

Teori ini adalah teori bagaimana membuat keputusan tentang seseorang.
Membuat sebuah atribusi saat merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang
dengan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku demikian.

Perilaku seseorang dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal, yang mana
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dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kekhususan, konsensus dan konsistensi
(Robbins dan Judge, 2008 dalam Hasanah et al, 2014). Teori atribusi relevan
dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan
pemahaman wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.
Pemahaman perpajakan yang dimiliki masing-masing wajib pajak membuat
penilaian atas diri sendiri dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal

orang tersebut.

2.2 Tinjauan Konsep
2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan atau iuran dari rakyat yang diberikan kepada
Negara yang jumlahnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan tidak mendapat timbal balik secara langsung dari pemerintah,
namun akan dikembalikan berupa pelayanan umum dan pembangunan
infrastruktur lainnya yang akan di nikmati oleh seluruh rakyat. Ada bermacam-
macam pengertian atau definisi pajak, yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan
pada dasarnya maksud dan tujuan dari pajak itu sama. Menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor
6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Resmi (2017: 1) “Pajak sebagai suatu kewajiban

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu
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keadaan, keejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi
bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta
dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung
untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Mardiasmo (2018: 3),
Pajak adalah: “luran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum *.

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para abhli.
Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda,
tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama
yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak
menurut Zain (2016: 1) menyatakan bahwa: “Pajak adalah prestasi yang
dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguarasa (menurut norma-norma
yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontaprestaso, dan semata-
mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”

Menurut Sumarsan (2017: 4) mengatakan bahwa pajak adalah suatu
pengali-han sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat
pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan
proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk
menjalankan pemerintah. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak
adalah iuran terutang yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan
undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk mem-biayai pengeluaran Negara.
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Menurut lkatan Akuntan Indonesia (2018) pengertian “Pajak adalah
peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat
atau pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk.” Dari
beberapa pengertian atau definisi di atas, terdapat beberapa ciri-ciri yang
menurut Resmi (2017: 2) melekat pada definisi pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan sesuai dengan aturan
pelaksanaannya.

2. Dalam pelaksanaanya pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontra-
pestasi individual oleh pemerintah, maksudnya adalah pajak yang
dibayarkan tidak dapat dinikmati secara langsung, namun berupa pelayanan
pemerintah secara umum dan dapat dinikmati oleh semua masyarkarat
Indonesia baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

3. Pajak dipungut oleh Negara, sehingga baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah akan memunggutnya.

4. Apabila dalam pemasukannya terdapat surplus, maka akan digunakan untuk
membiayai public investment, karena pajak di peruntukkan bagi

pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak Resmi (2017: 2), yaitu:
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai

public investment.

2.2.2 Pengertian Self Assessment System

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak
yang dianut oleh Indonesia, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) self
assessment system merupakan sistem yang memberikan tanggung jawab,
wewenang, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak guna menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
harus dibayar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Suharsono (2015: 5) Self Assessment merupakan sistem yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya
pajak yang terutang, dengan ciri-ciri; Wewenang menentukan besarnya pajak
ada pada Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menghitung,
menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur
tangan hanya mengawasi.

Self Assessment System terdiri dari 2 (dua) kata dalam bahasa Inggris
yaitu self yang artinya sendiri, dan to assess yang maksudnya menilai,
menghitung, dan menaksir. Dengan demikian maka pengertian Self Assessment
ialah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang
menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Rahayu (2017: 101) Self Assessment System adalah suatu sistem
perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi
dan melaksana-kan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam Hal ini

dikenal dengan;



17

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat
Pemberitahuan) dengan baik dan benar

Self assessment system menuntut adanya peran serta aktif dari
masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan
kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari
pelaksanaan sistem tersebut. Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara
sukarela adalah tulang punggung dari self assessment system. Waijib pajak
bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian
secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut
(Rahayu, 2017: 138)

Menurut Suharsono (2015: 7) Rangkaian kegiatan self assessment
system tersebut meliputi:
1. Mendaftar untuk mendapatkan NPWP/Melaporkan untuk dikukuhkan sebagai

PKP,

2. Menghitung,
3. Memperhitungkan/mengkreditkan,
4. Memungut/memotong,
5. Membayar/menyetor/melunasi,
6. Menyampaikan,
7. Menghapus/mencabut.

Dari ketujuh rangkaian tersebut disingkat menjadi (6M+1) dikarenakan

menghapus/mencabut NPWP hanya dilakukan oleh WPOP vyang sudah
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meninggal dunia, sehingga tidak dilakukan secara self assessment. Dengan
adanya modernisasi administrasi perpajakan seperti e-regitstration, e-filling dan
e-billing diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan perpajakannya
sendiri tanpa perlu bantuan fiskus atau datang ke KPP, karena dengan adanya
sistem tersebut Wajib Pajak dapat mendaftarakan diri, menghitung sendiri pajak
terutangnya, membayar pajak, melaporkan pajaknya dan melakukan rangkaian
kegiatan perpajakan lainnya seperti yang disebutkan oleh Suharsono (2015: 7)
melalui sistem tersebut di manapun dan kapanpun selama terhubung dengan

koneksi internet.

2.2.3 Indikator Self Assessment System
Self Assessment System menyebabkan wajib pajak mendapat beban
berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh
Wajib Pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam Self Assessment System
menurut Rahayu (2017: 103) menjelaskan bahwa:
1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4)
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan
dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang
yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif

pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah
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mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi
dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
a. Membayar Pajak

1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap
bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2),PPh
Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa
pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau
ditetapkan oleh pemerintah.

3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk
pemerintah.

4) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final

pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPn BM merupakan pajak. Untuk

PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa

diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak

masukan.
c. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun

swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain
melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).

d. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak
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Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi
Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat
pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan
pajak, baik yang dilaksanakan Waijib Pajak sendiri maupun melalui
mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak
ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari
pemotongan atau pemungut tentang pemo-tongan dan pemungutan pajak
yang telah dilakukan. Berdasarkan indikator tersebut, self assessment
system menjadi sebuah sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib
pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak

perpajakannya.

2.2.4 Pengertian E-filling

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2016) E-filling atau Penyampaian Surat
Pemberitahuan Online adalah salah satu cara penyampaian SPT Tahunan PPh
secara elektronik yang dapat dilakukan secara real time melalui website
Direktorat Jenderal Pajak atau website penyalur SPT elektronik. Website
penyalur SPT elektronik yang dimaksud adalah website yang sudah ditunjuk oleh
Direktorat Jendral Pajak sebagai pihak penyalur SPT elektronik, diantaranya
adalah www.pajakku.com, www.laporpajak.com, www.online-pajak.com dan
www.spt.co.id. Dengan e-filling Wajib Pajak tidak perlu datang langsung ke
kantor pajak untuk melaporkan SPTnya, karena dapat dilakukan kapan saja dan
dimana saja selama masih terhubung dengan jaringan internet, maka Wajib
Pajak dapat mengaksesnya Salah satu kelebihan e-filling adalah dapat

menghemat waktu dan biaya, karena tidak semua orang khusunya dikota-kota
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besar memiliki banyak waktu luang untuk melaporkan SPT. Orang-orang dengan

mobilitas tinggi sangat terbantu dengan adanya e-filling, karena mereka tidak

perlu mengantri dan menunggu lama di kantor Direktorat Jendral Pajak. Selain itu
e-filling juga dapat menghemat biaya karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke
kantor pajak, sehingga tidak memerlukan biaya transportasi untuk melaporkan

SPTnya. E-filling ini juga ramah lingkungan karena tidak membutuhkan kertas

untuk pengisian SPT, sehingga lebih hemat dalam biaya operasionalnya.

Wajib Pajak yang hendak menggunakan e-filling dalam pelaporan
SPTnya dan belum memiliki EFIN, diwajibkan untuk melakukan aktivasi EFIN
terlebin dahulu. EFIN merupakan nomor indentitas yang diterbitkan oleh
Direktorat Jendral Pajak yang digunakan untuk transaksi elektronik dalam
membayar pajak. Setelah memiliki EFIN maka Wajib Pajak dapat mendaftarkan
diri melalui website Direktorat Jendral Pajak dan mengikuti langkah-langkah
selanjutnya.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan
e-filling:

1. Mengajukan permohonan aktivasi EFIN melalui Kantor Pelayanan Pajak
(KPP).

2. Setelah memperoleh nomor EFIN, selanjutnya dapat mendaftarkan diri pada
Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia
Layanan SPT Elektronik.

3. Setelah memiliki akun di DJP Online/Akun Penyedia Layanan SPT
Elektronik, kemudian Wajib Pajak sudah dapat menyampaikan SPT melalui
menu e-filling (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

E-Filing adalah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat

untuk wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh
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Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara online dan realtime melalui
penyedia jasa aplikasi/application service provider (ASP) (Ismail dkk, 2018). E-
Filling diterapkan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. E-
filling sebagai salah satu program yang bertujuan memberikan kemudahan dalam
penyampaian SPT tahunan. Kemudahan yang diberikan diharapkan dapat
mening-katkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak di berikan kemudahan
dalam menyampaikan SPT tahunan maka wajib pajak akan merasa puas
terhadap pelayanan yang diberikan. Kepuasan wajib pajak adalah terpenuhinya
tuntutan dan kebutuhan konsumen atas pelayanan sesuai harapannya, dengan
indikator hasil kerja petugas sesuai harapan, fasilitas dan persyaratan sesuai

dengan spesifikasi (Erawati dan Ratnasari, 2018).

2.2.5 Penerapan Sistem E-filling

Pengertian penerapan system e-filling menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan;
pemanfaatan E-filling merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak
yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada
kantor pajak. Jadi, penerapan system e-filling adalah suatu proses atau cara
memanfaatkan system yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online
yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan system e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib
Pajak melalui situs DJP vyaitu:
1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan

kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena

memanfaatkan jaringan internet.
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Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak
dipungut biaya.

Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem
komputer.

Lebih mudah karena pingisian SPT dalam bentuk wizard

Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi
pengisian SPT

Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas 30.
Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh,
SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh
terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP
sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali

diminta oleh KPP melalui Account representative (www.pajak.go.id).

2.2.6 Indikator E-Filling

Aplikasi e-filling Adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang

berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, di mana penyampaiannya

dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau

disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa

Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur

Jenderal Pajak dengan proses secara online. Indikator Aplikasi e-filling, menurut

Puji Rahayu (2017) sebagai berikut:

1.

2.

Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi e-filling.
Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi e-filling.
Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan

aplikasi e-filling sehingga lebih efektif.


http://www.pajak.go.id/
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4. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan

menggunakan aplikasi e-filling sehingga lebih ekonomis dan praktis.

2.2.7 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundangundangan dangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma
perpajakan (Mardiasmo, 2018: 39). Wirawan dan Naniek (2017: 71) mengatakan
bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting
dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban,
tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar
Undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi
pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang
sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan
pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka semakin berat bagi wajib pajak untuk
melunasinya. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh
wajib pajak sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi
perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran yang
menyangkut pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada Pendapatan
Negara, dikenakan sanksi pidana.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan

dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah
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(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo,
(2018: 93). Macam-macam pajak yaitu:
1. Sanksi Administrasi

a. Sanksi denda

b. Bunga 2% per bulan

c. Kenaikan
2. Sanksi Pidana

a. Denda pidana

b. Pidana kurungan

c. Pidana penjara

Menurut Widyaningsih (2018: 312) dalam buku Hukum Pajak dan

Perpajakan, Sanksi Perpajakan adalah “Sanksi berupa administrasi dan pidana
yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan

yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.”

2.2.8 Indikator Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau
bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif)
agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator sanksi perpajakan
menurut Ariesta dan Lyna Latifah (2016) meliputi:
a. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.
b. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.
c. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.

d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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2.2.9 Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan Wajib Pajak (compliance) berarti mengikuti suatu spesifikasi,
standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan
oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu
Istigomah (2017). Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan
dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan.
Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib
Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan formal
Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung,
membayar, dan menyampaikan SPT.

Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan, dan menyampaikan
SPTnya dengan jujur dan benar sesuai dengan yang terjadi dengan pendapatan
yang sesungguhnya. Pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang PPh
dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang
ditentukan. Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan,
pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan
dan penagihan dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang dihargai
hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud
dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban
perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih
banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak
yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi
olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada

KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang
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bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut.

Menurut Rahayu (2017: 137-138) mengemukakan pengertian kepatuhan
wajib pajak sebagai berikut; Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara
sukarela merupakan tulang punggung sistem self assestment system, dimana
wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan
kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya
tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Rahayu (2017: 138)
menjelaskan bahwa sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan
kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang-rundangan perpajakan

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Rahayu (2017: 138) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dapat
didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Rahayu (2017:
138) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan
material:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Perpajakan.
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2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara
substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan
yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undan Perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target
penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan
pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya
menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki
kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara
Negara di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan
transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang
berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara
ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan
melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban
menyampai-kan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun

dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

2.2.10 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak
mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama,
peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun
administrasi.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Devano dan Rahayu (2017: 111),

kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:
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1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.

4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

2.2.11 Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009,
pelayanan pajak merupakan pelayanan publik. Definisi pelayanan perpajakan
menurut Siregar (dalam Ardiyansyah, 2016: 72) adalah pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan tentang
perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan adalah
cara membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan
seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Beberapa pengertian kualitas
pelayanan pajak sebagai berikut:

Menurut Rahayu (2017: 149) Kualitas Pelayanan Pajak adalah
‘pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunya kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan”. Selanjutnya menurut Najib (2013: 44), kualitas
pelayanan pajak (tax service) untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan
kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam
bidang perpajakan. Selanjutnya menurut Pranadata (2014: 28), kualitas
pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan
pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan

dengan perpajakan di Indonesia.
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Berdasarkan definisi di atas, maka kualitas pelayanan pajak dapat
dikatakan oleh peneliti yaitu, petugas pajak harus memberikan pelayanan yang
baik terhadap wajib pajak dengan menonjolkan sikap yang baik, menarik dan
harus berkompeten guna meningkat kan kemauan membayar pajak. Kualitas
pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para
wajib pajak atas pelayanan yang nyata mereka terima atau peroleh dengan
pelayanan yang sesungguhnya mereka harapan atau inginkan terhadap atribut
atribut pelayanan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Menurut Prasuraman Sapriadi (2013: 89), kualitas pelayanan pajak dapat
diartikan sebagai pembandingan antara kualitas pelayanan yang dirasakan
konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Jika
kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan,
maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya.
Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada
aspirasi masyarakat, lebih efesien, efektif dan bertanggung jawab.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas
layanan merupakan suatu kegiatan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) berupa layanan prima perpajakan untuk memberikan kepuasan atas
melayani kebutuhan wajib pajak serta pernyataan tentang sikap, hubungan yang
dihasilkan dari perbandingan antara ekspektasi (harapan) dengan kinerja (hasil).
Dimana kualitas layanan juga merupakan ukuran sejauh mana suatu layanan

yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan.

2.2.12 Indikator Kualitas Pelayanan Pajak
Menurut Lena Elitan dan Lina Anatan, (2015: 48) indikator dari kualitas

pelayanan sebagai berikut:
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. Reliability (Keandalan)

. Assurance (Jaminan/Kepastian)
. Emphaty (Empati)

. Tangible (Penampilan Fisik)

. Responsiveness (Daya Tanggap)

Adapun penjelasan mengenai indikator kualitas pelayanan pajak adalah

sebagai berikut:

1.

Reliability (keandalan) Keandalan yang berkaitan dengan kemampuan
perusahaan untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali
tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai
dengan waktu yang disepakati

Assurance (jaminan/kepastian) Jaminan yang dimaksud yakni perilaku pada
karyawan agar mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap
perusahaan

Empathy (empati) Perusahaan memahami masalah pelanggan dan bertindak
demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada
para pelanggan dan memiliki jasa operasi yang aman.

Tangible (penampilan fisik) Penampilan fisik ini berkenaan dengan daya tarik
fasilitas fisik. Semua bukti fisik yang menanamkan citra perusahaan kepada
pelanggan, sehingga konsumen dapat mengevaluasi jasa melalui aspek fisik
tersebut.

Responsiveness (daya tanggap) Daya tanggap yang dimaksud disini
berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan, untuk
membantu para pelanggan dan merespons permintaan mereka serta
menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian

memberikan pelayanan secara tepat.
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Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator dari

kualitas pelayanan petugas pajak meliputi keandalan, jaminan/kepastian, empati,

penampilan fisik dan daya tanggap petugas.

2.3 Tinjauan Empirik

Penelitian-penelitiaan terdahulu sangat penting dan sebagai pijakan

dalam melakukan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan

penelitian yang saat ini dilakukan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Lina Nurlaela
(2017)

Pengaruh Self Assess-
ment System dan Kualitas
Pelayanan Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak di
KPP Pratama Garut

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat disimpul-

kan bahwa Self Assessment
System di KPP  Pratama
Kabupaten Garut baik. Wajib

Pajak di KPP Pratama Garut telah
melakukan kewajibannya dengan
baik mulai dari mendaftar diri
sebagai wajib pajak, melakukan
perhitungan pajak sendiri,
membayar pajak secara tepat
waktu, dan melakukan pelaporan
sendiri secara lengkap dan jelas.
Kualitas Pelayanan Pajak di KPP
Pratama Garut juga menunjukkan
baik. Petugas pajak di KPP
Pratama Garut telah memberikan
bimbingan dan informasi yang
tepat, memberikan pelayanan
dengan cepat, mampu menyam-
paikan informasi dengan jelas,
serta fasilitas untuk menunjang
pelayanan di KPP Pratama Garut
sudah memadai.

Lina Nurlaela
(2018)

Pengaruh Self
Assessment System dan
Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak pada KPP Pratama

Hasil penelitian  menunjukkan
bahwa Self Assessment System
di KPP Pratama Garut Dbaik,
Sanksi  Perpajakan di KPP
Pratama  Garut baik  dan
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Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
Garut Kepatuhan Wajib Pajak di KPP
Pratama Garut juga menunjukkan
hasil yang baik. Self Assessment
System dan Sanksi Perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak di KPP
Pratama Garut. Dengan tingkat
pengaruh Self  Assessment
System dan Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
sebesar 76,4%, sedangkan sisa-
nya sebesar 23,6% dipengaruhi
oleh variabel lain diluar penelitian.
Shindy Caprina | Pengaruh  Self Assess- | Hasil penelitian ini menunjukkan
(2020) ment System dan Kualitas | bahwa kualitas pelayanan
Pelayanan Perpajakan | perpajakan memiliki pengaruh
Terhadap Kepatuhan | signifikan terhadap kepatuhan
Wajib  Pajak  Dengan | wajib pajak  hiburan, self
Kepuasan Wajib Pajak | assessmant system tidak
Sebagai Variabe Modera- | berpengaruh signifikan terhadap
ting (Studi Kasus KPP | kepatuhan wajib pajak dan
Pratama Palembang llir | kepuasan wajib pajak tidak dapat
Timur) mempengaruhi hubungan antara
self assessment system dan
kepatuhan wajib pajak, dan
kepuasan wajib pajak tidak
dapat mempengaruhi hubungan
antara kualitas pelayanan
perpajakan dan kepatuhan wajib
pajak.
Irna Liani Putri | Pengaruh Penerapan Self | Hasil pengujian secara parsial
Anjanni, dil | Assessment System, | menunjukkan bahwa keduanya
(2019) Pengetahuan Wajib Pajak, | berpengaruh positif dan signifikan
dan Kualitas Pelayanan | terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan | Orang Pribadi non pegawai pada
wajib Pajak (Studi pada | KPP Pratama Ciamis.
Wajib Pajak Orang Pribadi
Non Karyawan di KPP
Pratama Ciamis Tahun
2017)
Reni Heryanti | Pengaruh Penerapan | Terdapat hubungan antara
Nurhasanah Sistem E-filing, Kualitas | penerapan sistem e-filing dengan
(2020) Pelayanan Pajak dan | kepatuhan wajib pajak dengan
Pengetahuan Perpajakan | biaya kepatuhan sebagai variabel
Terhadap Kepatuhan | moderasi. Terdapat hubungan
Wajib pajak dengan biaya | antara kualitas pelayanan pajak
Kepatuhan Sebagai | dengan kepatuhan wajib pajak
Variabel Moderasi | dengan biaya kepatuhan sebagai
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(Studi Empiris pada Wajib
Pajak Orang Pribadi di
Kota Subang)

variabel moderasi.  Terdapat
hubungan antara pengetahuan
perpajakan dengan kepatuhan
wajib  pajak dengan biaya
kepatuhan  sebagai  variabel
moderasi.

M and Gunawan,
Chandra (2017)

Pengaruh Pelaksanaan E-
Filing Terhadap Kualitas
Pelayanan Pajak Dan
Implikasinya Terhadap
Kepuasaan Wajib Pajak
(Survei Pada Wajib Pajak
Orang Pribadi di KPP
Bandung Majalaya)

Hasil penelitan membuktikan
bahwa  pelaksanaan  e-filing
berpengaruh signifikan terhadap
kualitas pelayanan pajak dan
kualitas pelayanan pajak
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan wajib pajak.

Erika Zahra Afifah
Syafiral, R.
Nasution (2021)

Pengaruh Sanksi Perpa-
jakan dan Kualitas Pelaya-
nan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

Hasil penelitian ini adalah 1.
Sanksi perpajakan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. 2. Kuali-
tas pelayanan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatu-
han wajib pajak, 3. Sanksi perpa-
jakan dan kualitas pelayanan
berpengaruh positif dan signifikan
secara simultan terhadap kepatu-
han wajib pajak

Daryono (2018)

Self Assessment System,
Sistem Informasi Perpaja-
kan, Penerapan E-Filing
dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wa-
jib Pajak Dengan Kualitas
Pelayanan Sebagai Varia-
bel Intervening  (Studi
Empiris Pada KPP
Pratama Karanganyar)

Hasil uji t persamaan pertama
menunjukkan bahwa self assess-
ment system, sistem informasi
perpajakan, dan sanksi perpaja-
kan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas pela-
yanan. Sedangkan untuk variabel
aplikasi E-filing berpengaruh po-
sitif dan tidak signifikan terhadap
service quality. Dari uji t kedua
menunjukkan bahwa self assess-
ment system dan Penerapan E-
Filing berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak. Sedangkan untuk
variabel Sistem Informasi Per-
pajakan, Sanksi Perpajakan dan
Kualitas Pelayanan berpengaruh
positif dan tidak signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil uji F menunjukkan bahwa
secara bersama-sama variabel
bebas berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil
perhitungan pengaruh langsung
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dan pengaruh tidak langsung
sistem self assessment, sistem
informasi perpajakan, aplikasi e-
fiing dan sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak
menunjukkan bahwa pengaruh
langsung sistem self assessment,
sistem informasi perpajakan, apli-
kasi e-filing dan sanksi perpaja-
kan terhadap kepatuhan wajib
Pajak adalah pengaruh yang
paling efektif dan dominan dari
pada tidak langsung. Artinya baik
sistem self assessment, sistem
informasi perpajakan, penerapan
e-filing dan sanksi perpajakan
akan lebih meningkatkan kepatu-
han wajib pajak secara tidak

langsung melalui kualitas
pelayanan
Rahayu (2016) Pengaruh Penerapan | Hasil penelitian  menunjukkan
Aplikasi Electronic Filling | bahwa aplikasi e-filling berpenga-
(e-filling) Terhadap | ruh positif dan signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Melaporkan Surat

variabel kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak akan lebih
meningkat dengan  berbagai
kemudahan dan kelebihan yang
dimiliki oleh aplikasi e-filling.

Helmianti (2018)

Pemberitahuan Tahunan
(SPT Tahunan)

Pengaruh kinerja account
representative, self as-
sessment system dan
sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak

dengan pelayanan fiskus
sebagai variabel moderasi
(studi pada KPP Pratama
Makassar Utara)

Hasil penelitian dengan analisis
regresi linear berganda menun-
jukkan bahwa account represen-
tative, self assessment system,
dan sanksi pajak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap ke-
patuhan wajib pajak. Analisis vari-
abel moderating degan selisih
mutlak menunjukkan bahwa pela-
yanan fiskus dapat memoderasi
self assessment system terhadap
kepatuhan wajib pajak. Namun
tidak dapat memoderasi kinerja
account  representative  dan
sanksi pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak

Sumber: Penelitian terdahulu
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2.4 Kerangka Konseptual

Kepatuhan wajib pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak
dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Menurut Pratami dkk (2017)
Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan
(SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”. Untuk mengetahui penyebab
terjadinya kepatuhan wajib pajak melibatkan beberapa variabel untuk
menemukan masalah tersebut, seperti variabel Self Assessment system, e-filling
dan sanksi perpajakan.

Self assessment system sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak, dimana menurut Suharsono (2015: 5) bahwa self assessment merupakan
sistem yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kemudian
e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana dikemukakan
oleh Pohan (2017: 89) bahwa e-filling adalah suatu cara penyampaian SPT
tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan real time
melalui internet pada laman (website) DJP on-line atau laman penyedia layanan
SPT Elektronik. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018: 39) bahwa
sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan dangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi
agar wajib pajak tidak melanggar norma.

Keterkaitan pengaruh Self Assessment system, e-filling dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan sebagai
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variabel moderasi maka dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar kerangka

konseptual dibawah ini:

Self
Assessment
System (X1)

Kepatuhan
Wajib
Pajak (Y2)

E-Filling (X2)

Sanksi
Perpajakan
(X3)

Kualitas
Pelayanan
(Y1)

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya
pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara
variabel Independent, variabel antara terhadap variabel dependent. Penulis
mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Pengaruh self Assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak
Self Assessment System ditserapkan bagi Wajib Pajak dalam memenubhi
kewajiban perpajakannya. Rahayu (2017: 102) mengatakan bahwa Self

assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-
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besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta
masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus
benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Namun dengan pemberlakuan Self assessment system menyebabkan
sebagian Wajib Pajak merasa mendapatkan beban berat karena semua aktivitas
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri. Apabila Wajib Pajak
mengerti dan paham baik dengan perpajakan, maka Wajib Pajak akan tergerak
untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan Self Assessment System dan
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak begitupun
sebaliknya.

Berdasarkan teori atribusi, pelaksanaan self assessment system
merupakan penyebab eksternal karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
dan melaksanakan hak serta kewajibannya tergantung pada sistem pemungutan
pajak untuk wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak
terutang atas dirinya sendiri. Pelaksanaan self assessment system yang baik
dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Satyawati (2017)
bahwa Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dirumuskan hipotesis
penelitian sebagai berikut:

H1: Self Assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak.
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2. Pengaruh E-filling terhadap kepatuhan wajib pajak

Penerapan e-filling selain untuk memudahkan Wajib Pajak dalam
melaporkan SPTnya melalui elektronik sistem, namun juga bertujuan agar
supaya adanya transparansi, dan menghindari dan menghilangkan praktik-
praktik kecurangan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Nurhidayah,
2017). Berkaitan dengan konsep teori Technology Acceptance Model (TAM)
yang melihat dari dua presepsi kemanfaatan dan kemudahan pengguna yang
menjadi factor diterimanya sebuah sistem informasi. Penggunaan e-filling ini
diharapkan dapat membantu pelaporan SPT Wajib Pajak menjadi lebih mudah
dan cepat. Dalam penggunaan e-filling juga terbilang cukup mudah, karena
terdapat panduan yang ditampilkan oleh sistem mengenai langkah pengisian
SPT tersebut, sehingga Wajib Pajak lebih mudah dalam menggunakan e-filling.

Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM) e-Filing memberi
kemudahan (ease of use) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sistem e-
Filing akan mempengaruhi Wajib Pajak jika pertama kali menggunakan sistem
penyampaian secara on-line tersebut Wajib Pajak merasa mudah untuk
digunakan dan meringankan pekerjaan tersebut. Dan faktor kegunaan
(usefulness) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan
menggunakan e-Filing akan meningkatkan kinerjanya dalam menyampaikan
SPTnya.

Sejalan dengan penelitian Nurlela dan Chomsatu (2017) Yulitasari dan
Suprasto (2017) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara
penerapan e-filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan hasil
penelitian Azizah (2014) yang tidak memiliki pengaruh antara penerapan e-filling

dengan kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya dengan diterapkannya e-filling tidak
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dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Penerapan E-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran
bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut
Zain (2015: 35) menyatakan bahwa atas kepercayaan yang diberikan kepada
wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan waijib
pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya
dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Wajib
pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal
dalam usaha menyeludupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik
administrasi dan pidana akan mendorong kepatuhan wajib pajak, namun
penerapan sanksi harus konsisten berlaku untuk semua wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan theory of planned behavior, sanksi pajak terkait dengan
perceived control behaviour. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib
pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan
berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu
mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Upaya untuk meningkatan
kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah membuat sanksi perpajakan yang
dikenakan kepada wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya, dengan sanksi tersebut diharapkan wajib pajak dapat memenuhi
kewajiban perpajakannya dengan tepat dan benar. Jika semakin tegas dan berat

sanksi perpajakannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
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Hasil penelitian yang dilakukan Siregar (2017) yang menemukan bahwa
sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, Wirawan dan Naniek (2017) dalam
penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif
karena ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar
maka haruslah ada sebuah sanksi yang dapat dikenakan sehingga menimbulkan
efek jera. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai
berikut:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Self Assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak
dengan kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana waijib
pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak
yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Menurut Rahayu (2017: 101) self
assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan
kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan
hak perpajakannya. Dengan demikian, self assessment system merupakan suatu
system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Kedua variabel telah didukung oleh teori atribusi yaitu variabel self
assessment system dan kualitas pelayanan pajak. dengan teori atribusi,
penerapan self assessment system merupakan faktor eksternal yang
memengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara
untuk melaporkan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib pajak dapat ditentukan oleh

kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Munculnya kasus yang
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berhubungan dengan pajak selain merugikan negara juga membuat nilai-nilai
pelayanan terhadap masyarakat menjadi menurun dan kurang efektif. Semakin
baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan mendorong Wajib
Pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak yang dapat memicu
tingginya penerimaan negara.

Sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Saddang Am, A.
Sarjan (2020) Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone. Hal
ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan self assessment system, maka
kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Begitu pula dengan penelitian yang
dilakukan oleh Dadang K, (2015) yang mengaatakan bahwa adanya petugas
pajak yang lamban serta input data yang lama, membuat wajib pajak merasa
tidak puas terhadap pelayanan yang tidak tepat waktu, padahal sedikithya ada
enam loket yang berjajar, namun hanya terisi tiga, sementara masyarakat yang
butuh pelayanan berjumlah puluhan orang.

H4: Self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak dengan kualitas layanan sebagai variabel moderasi.

5. Pengaruh E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas
pelayanan sebagai variabel moderasi
Pembaharuan serta inovasi-inovasi baru senantiasa terus di lakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak yang mana pemberharuan tersebut dilakukan secara
bertahap-tahap guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pembaharuan yang
dilakukan tidak hanya dalam peraturan perpajakannya saja hamun juga dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya yang diantaranya kini telah

diberlakukannya sistem Penerapan e-filing yang dimana dapat membantu dalam
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mempermudah pelaporan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya baik wajib
pajak orang pribadi maupun wajib pajakbadan dengan pemanfaatan teknologi.

Hubungan antara penerapan e-filing dengan biaya kepatuhan disini yaitu
terletak pada kegunaan e-filing sendiri, dimana wajib pajak sekarang dapat
melaporkan SPT dari mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak sehingga
wajib pajak dapat melakukannya dengan cepat dan mudah karena tidak perlu
mengantri yang memakan waktu lama dan harus meluangkan waktu senggang.
Sehingga dengan adanya penerapaan sistem e-filing ini dapat mengurangi resiko
ketelatan wajib pajak orang pribadi atau pun badan dalam melakukan pelaporan
SPT. Dengan mengurangi risiko telat lapor maka wajib pajak pun dapat
meminimalisir biaya kepatuhan pajak.

Kedua variabel telah didukung oleh teori Technology Acceptance Model
(TAM) vyaitu variabel e-filing dan kualitas pelayanan pajak. Technology
Acceptance Model (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan
menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan
teknologi tersebut dalam pekerjaan pengguna. Menurut Lie Ivana (2013) dalam
Nurhasanah (2020) pengguna yang dimaksud adalah Wajib Pajak dan informasi
yang dimaksud adalah e-filing. Dalam hal ini yaitu e-filing, perilaku penerimaan
pengguna untuk menggunakan e-filing ditentukan oleh minat yang dibentuk dari
sikap.

Di dukung oleh hasil penelitian (Erwanda, dkk. 2019) yang menunjukkan
bahwa kualitas pelayanan memoderasi hubungan antara penerapan e-filing
terhadap kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan adalah variabel pemoderasi yang
dapat memperkuat kualitas pelayanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Implikasinya, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan

oleh wajib pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak dalam membayar
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pajaknya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai
berikut:
H5: E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan

kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi.

6. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan
kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi

Mardiasmo, (2018: 93). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (nhorma perpajakan) akan
dituruti, ditaati, dan dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma
perpajakan. Kemudian pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017:
137-138) mengatajkan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan
secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assestment, dimana
wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan
kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya
tersebut. Sedangkan kaitannya dengan kualitas pelayanan sebagaimana
dikemukakan oleh Rahayu (2017: 149) Kualitas Pelayanan Pajak adalah
‘pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunya kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan”.

Jatmiko (2011) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan
untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya
membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya,
jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu

telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.
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Seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian
terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya.
Terkait dengan proses penguatan, proses tersebut cukup relevan apabila
dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian terdahulu menurut Patmasari (2016: 549) menyatakan
terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak berpengaruh
positif dan signifikan melalui kualitas pelayanan. Penelitian ini didukung oleh
Nafiah (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pernyataan bahwa sanksi
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan hasil
penelitian oleh Muhamad (2019), Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Erika Zahra Afifah Syafira, R. dan Nasution (2021) Sanksi
Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,
melalui Kualitas Pelayanan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan
hipotesis sebagai berikut:
H6:  Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

dengan kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi.



